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The use of firearms against brawl offenders raises complex legal and ethical 

questions concerning the limits of state coercive power, particularly when the 

use of force results in death. This study examines the legality of shooting brawl 

offenders from the perspective of Islamic criminal law and formulates Sharia-

based parameters for determining the legitimacy of lethal force by law 

enforcement officers. This study employs normative legal research using a 

doctrinal approach, supported by conceptual, statutory, case, and Islamic legal 

approaches. Legal materials consist of the Qur’an, Hadith, classical and 

contemporary Islamic jurisprudence, legal doctrines, relevant Indonesian 

legislation, and scholarly literature concerning brawls, the use of firearms, 

protection of life, and law enforcement. The materials are analyzed qualitatively 

through descriptive-analytical and prescriptive methods by examining the 

principles of hifz al-nafs, daf’u al-sa’il, darurah, maslahah, justice, necessity, and 

proportionality. The findings demonstrate that shooting brawl offenders is 

neither automatically permissible nor prohibited under Islamic criminal law. Its 

legitimacy is conditional upon the existence of an actual and serious threat to 

life, a legitimate protective purpose, the necessity of lethal force, the absence of 

reasonably effective less-lethal alternatives, and proportionality between the 

force used and the threat encountered. The use of firearms as retaliation, 

punishment outside legal procedures, or after the threat has ceased lacks 

sufficient Sharia justification. This study contributes a normative framework 

that positions Islamic criminal law not only as a basis for criminal sanctions but 

also as a mechanism for controlling state coercive power and protecting human 

life. 
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1. Pendahuluan  

Fenomena tawuran atau perkelahian massal masih menjadi persoalan sosial dan 

keamanan di Indonesia karena dapat berkembang menjadi kekerasan kolektif yang 

mengancam keselamatan jiwa, menimbulkan kerusakan harta benda, dan mengganggu 

ketertiban umum.1 Dalam situasi demikian, aparat keamanan dituntut untuk menghentikan 

kekerasan dan melindungi masyarakat. Namun, kewenangan tersebut menimbulkan 

persoalan hukum ketika penghentian tawuran dilakukan melalui penggunaan senjata api 

yang berpotensi menghilangkan nyawa. Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah 

pelaku tawuran telah melakukan tindak pidana, tetapi dalam kondisi apa penggunaan 

kekuatan mematikan terhadap pelaku dapat dibenarkan secara hukum. 

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika tindakan penembakan dilakukan 

terhadap pelaku yang dianggap membahayakan keselamatan orang lain. Di satu sisi, 

penggunaan kekuatan dapat dipandang sebagai tindakan yang diperlukan untuk 

menghentikan ancaman nyata dan segera serta melindungi masyarakat.2 Di sisi lain, hak 

hidup tetap merupakan kepentingan hukum yang harus dihormati, sehingga kewenangan 

aparat tidak dapat dipahami sebagai kewenangan tanpa batas.3 Dengan demikian, terdapat 

ketegangan antara dua kepentingan hukum, yaitu kewajiban negara untuk memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban negara untuk mencegah penggunaan 

kekuatan secara sewenang-wenang. Pembedaan antara tindakan untuk menghentikan 

ancaman yang sedang berlangsung dan tindakan yang dilakukan setelah ancaman berakhir 

menjadi sangat penting dalam menentukan legitimasi penembakan.4 Apabila penggunaan 

kekuatan dilakukan setelah pelaku tidak lagi memberikan ancaman, tindakan tersebut tidak 

dapat dengan mudah dibenarkan hanya dengan alasan bahwa orang tersebut sebelumnya 

merupakan pelaku tawuran. 

Dalam perspektif hukum pidana Islam, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam 

kerangka maqasid al-shariah, khususnya prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa). Perlindungan 

jiwa merupakan salah satu tujuan fundamental syariat yang menempatkan kehidupan 

manusia sebagai kepentingan yang harus dijaga.5 Al-Qur’an melarang penghilangan nyawa 

tanpa dasar yang dibenarkan dan sekaligus memberikan ruang terhadap tindakan yang 

dilakukan untuk menghadapi ancaman terhadap kehidupan.6 Prinsip ini menunjukkan 

bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku 

kejahatan, tetapi juga membatasi tindakan manusia ketika berhadapan dengan hak hidup 

orang lain. Dalam konteks penggunaan kekuatan oleh aparat, prinsip hifz al-nafs harus 

dipahami secara seimbang: melindungi masyarakat dari ancaman pelaku sekaligus 

melindungi pelaku dari tindakan yang melampaui batas.7 Oleh karena itu, status seseorang 

sebagai pelaku tawuran tidak dengan sendirinya menghilangkan haknya atas perlindungan 

jiwa. 

 
1 Ford, “Restraining Police Use of Lethal Force and the Moral Problem of Militarization.” 
2 Enemark, “Armed Drones and Ethical Policing: Risk, Perception, and the Tele-Present Officer.” 
3 Fithri and Wahyuni, “Pelaksanaan Restorative Justice sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak 

Pelaku Tindak Pidana Tawuran.” 
4 Efendy, Razak, and Saputra, “Antara Kewenangan dan HAM dalam Tindakan Tembak di Tempat.” 
5 Yusuf and Habibi, “Tanggung Jawab Nafkah Suami yang Mengalami Gangguan Jiwa: Perspektif Maqashid 

Syariah dan Relevansinya dalam Hukum Keluarga Islam.” 
6 Syafriana, Erick, and Rahma, “Pembelaan Diri hingga Hilangnya Nyawa: Analisis Yuridis dalam Hukum Positif 

dan Hukum Islam.” 
7 Maharani, “Kajian Tafsir Maqashidi: Studi Analisis Ayat-Ayat Hifz Al-Nafs Dalam Al-Qur’an.” 
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Selain hifz al-nafs, legitimasi penggunaan kekuatan juga perlu dianalisis melalui konsep 

maslahah, darurah, dan larangan melakukan tindakan secara berlebihan (la ta’tadu). Maslahah 

menghendaki agar tindakan hukum diarahkan pada perlindungan kepentingan yang sah dan 

pencegahan kerusakan yang lebih besar, sedangkan darurah memberikan ruang terhadap 

tindakan tertentu dalam keadaan luar biasa ketika terdapat ancaman serius terhadap 

kepentingan fundamental.8 Namun, kedua konsep tersebut tidak dapat digunakan sebagai 

legitimasi umum untuk setiap tindakan kekerasan. Keadaan darurat harus memiliki 

hubungan yang nyata dengan ancaman yang dihadapi, sedangkan tindakan yang dilakukan 

harus dibatasi sesuai dengan tingkat kebutuhan.9 Dengan demikian, penggunaan kekuatan 

mematikan terhadap pelaku tawuran harus diuji berdasarkan keberadaan ancaman aktual, 

tujuan yang sah, kebutuhan penggunaan kekuatan, dan proporsionalitas antara tindakan 

aparat dengan tingkat ancaman. Parameter tersebut penting untuk membedakan tindakan 

yang benar-benar merupakan upaya perlindungan jiwa dari tindakan yang pada hakikatnya 

merupakan penghukuman di luar proses hukum. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas persoalan tawuran dan penggunaan 

kekuatan oleh aparat, tetapi fokus dan parameter normatif yang digunakan masih 

menyisakan ruang pengembangan. Yusup, misalnya, mengkaji upaya kepolisian dalam 

penanggulangan tindak pidana tawuran antargangster di Kota Semarang dengan 

menitikberatkan pada strategi kepolisian dalam menghadapi gangguan keamanan.10 

Sementara itu, Susilo, Azed, dan Sarbaini membahas tindakan tembak di tempat oleh 

kepolisian terhadap pelaku kejahatan dengan kekerasan dalam perspektif penegakan hukum 

pidana.11 Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan 

kewenangan dan kebutuhan tindakan aparat dalam menghadapi ancaman terhadap 

keamanan masyarakat, tetapi memiliki orientasi yang berbeda dari persoalan yang dikaji 

dalam penelitian ini. Kajian Yusup lebih berfokus pada aspek penanggulangan tawuran, 

sedangkan kajian Susilo, Azed, dan Sarbaini menempatkan penggunaan senjata api terutama 

dalam kerangka penegakan hukum positif. Dengan demikian, masih terdapat ruang analisis 

mengenai bagaimana legalitas penggunaan kekuatan mematikan terhadap pelaku tawuran 

ditentukan ketika tindakan tersebut berhadapan dengan kewajiban aparat untuk melindungi 

masyarakat sekaligus kewajiban negara menghormati hak hidup. Kesenjangan tersebut 

menjadi semakin relevan ketika persoalan tersebut dianalisis melalui hukum pidana Islam, 

karena legalitas tindakan aparat tidak cukup ditentukan oleh status pelaku sebagai orang 

yang melakukan tindak pidana, tetapi harus dinilai berdasarkan adanya ancaman yang nyata, 

tujuan penggunaan kekuatan, kebutuhan tindakan, dan proporsionalitas antara tingkat 

ancaman dengan kekuatan yang digunakan. Dalam perspektif maqāṣid al-sharī’ah, prinsip hifẓ 

al-nafs memiliki posisi ganda, yakni menjadi dasar kewajiban melindungi jiwa masyarakat 

dari kekerasan sekaligus menjadi batas normatif terhadap penggunaan kekuatan negara yang 

dapat menghilangkan nyawa. Atas dasar itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut 

dengan mengonstruksikan legalitas penggunaan senjata api dalam penghentian tawuran 

melalui perspektif hukum pidana Islam, khususnya dengan menguji hubungan antara 

ancaman terhadap jiwa, kebutuhan penggunaan kekuatan, proporsionalitas tindakan, dan 

 
8 Mustapha, Nik Din, and Ahmad, “Kerangka Penilaian Darurah dalam Istinbat Hukum.” 
9 Rizal et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan.” 
10 Yusup, “Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Tawuran Antar Gangster di Kota Semarang 

(Studi Kasus: Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).” 
11 Susilo, Azed, and Sarbaini, “Analisa Tembak di Tempat yang Dilakukan oleh Anggota Polisi terhadap Pelaku 

Kriminal dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana.” 
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prinsip hifẓ al-nafs sebagai instrumen sekaligus pembatas kewenangan koersif aparat. 

Berdasarkan persoalan dan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis 

legalitas penembakan terhadap pelaku tawuran dalam perspektif hukum pidana Islam serta 

merumuskan parameter syar’i yang dapat digunakan untuk menentukan batas legitimasi 

penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat keamanan. Penelitian ini secara khusus 

mengkaji keterkaitan antara hifz al-nafs, maslahah ‘ammah, darurah, dan prinsip 

proporsionalitas dalam menentukan dapat atau tidaknya penembakan dibenarkan menurut 

hukum pidana Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan hukum pidana Islam dalam merespons persoalan penggunaan 

kekuatan oleh aparat negara sekaligus menawarkan konstruksi normatif yang mampu 

menyeimbangkan kebutuhan perlindungan masyarakat, penegakan hukum, dan 

penghormatan terhadap hak hidup manusia. 

 

2. Metode dan Bahan Hukum 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan 

karakter penelitian doktrinal yang bertujuan menganalisis legalitas penggunaan kekuatan 

mematikan terhadap pelaku tawuran berdasarkan prinsip hukum pidana Islam.12 Penelitian 

hukum normatif dipilih karena objek utama penelitian bukan perilaku aparat secara empiris, 

melainkan norma, prinsip, doktrin, dan konstruksi hukum yang dapat digunakan untuk 

menentukan batas legitimasi tindakan penembakan. Pendekatan penelitian yang digunakan 

meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan 

(statute approach), dan pendekatan hukum Islam (Islamic legal approach). Pendekatan 

konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hifz al-nafs, maslahah, darurah, daf’ al-sail, 

proporsionalitas, dan pembatasan penggunaan kekuatan. Pendekatan perundang-undangan 

digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum nasional mengenai penggunaan kekuatan 

dan senjata api oleh aparat keamanan, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk 

memahami konteks hukum penembakan terhadap pelaku kekerasan atau tawuran. 

Pendekatan hukum Islam digunakan untuk menguji tindakan tersebut berdasarkan Al-

Qur’an, Hadis, fikih jinayah, pendapat ulama, dan kaidah fikih yang relevan. 

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.13 Bahan 

hukum primer meliputi Al-Qur’an, Hadis, Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-

Dharurah, Kaidah Sadd Al-Dzari’ah Dan Fathu Al-Dzari’ah, pendapat ulama dalam literatur 

fikih jinayah, serta KUHP. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil 

penelitian terdahulu, dan karya akademik yang membahas tawuran, penggunaan kekuatan 

oleh aparat, hukum pidana Islam, maqasid al-shariah, maslahah, dan perlindungan jiwa. 

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, 

ensiklopedia, dan sumber referensi yang membantu memperjelas terminologi hukum dan 

fikih. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) 

dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi sumber hukum 

yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis 

secara kualitatif dengan metode analisis deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan 

melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi norma, interpretasi terhadap prinsip hukum 

Islam dan hukum positif, sinkronisasi antarnorma, serta pengujian terhadap prinsip 

 
12 Suyanto, Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan. 
13 Efendi and Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua. 
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kebutuhan, tujuan yang sah, dan proporsionalitas penggunaan kekuatan. Selanjutnya, hasil 

analisis hukum positif dan hukum pidana Islam dikomparasikan untuk menemukan titik 

kesesuaian maupun perbedaannya. 

Tahap akhir dilakukan melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari 

prinsip-prinsip umum hukum pidana Islam menuju parameter khusus mengenai legalitas 

penembakan terhadap pelaku tawuran. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan 

argumentatif untuk merumuskan kriteria syar’i yang dapat membedakan penggunaan 

kekuatan mematikan yang dibenarkan untuk melindungi jiwa dari tindakan aparat yang 

melampaui batas kewenangan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1 Legitimasi Penembakan terhadap Pelaku Tawuran dalam Hukum Pidana Islam 

Penembakan terhadap pelaku tawuran dalam perspektif hukum pidana Islam tidak 

dapat dinilai semata-mata berdasarkan status pelaku sebagai orang yang melakukan tindak 

pidana, tetapi harus ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya alasan syar’i yang 

membenarkan penggunaan kekuatan mematikan.14 Titik persoalannya terletak pada 

hubungan antara kewajiban melindungi masyarakat dari ancaman dan kewajiban menjaga 

kehidupan manusia. Prinsip tersebut memperoleh dasar normatif dalam QS. al-Isra’ ayat 33: 

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.” 

Frasa “illa bil-haqq” menunjukkan bahwa penghilangan nyawa pada dasarnya dilarang, tetapi 

terdapat keadaan tertentu yang memperoleh legitimasi syariat.15 Dengan demikian, 

penembakan tidak dapat dibenarkan hanya karena pelaku terlibat tawuran; legalitasnya 

harus ditentukan berdasarkan alasan yang sah, tujuan tindakan, keadaan ancaman, dan batas 

kekuatan yang digunakan. 

Prinsip tersebut semakin kuat apabila dikaitkan dengan hifz al-nafs sebagai salah satu 

tujuan utama maqasid al-shariah. Perlindungan jiwa tidak hanya berarti melarang masyarakat 

membunuh orang lain secara sewenang-wenang, tetapi juga mengandung kewajiban untuk 

mencegah ancaman serius terhadap kehidupan manusia.16 Dalam konteks tawuran, aparat 

memiliki kewajiban untuk menghentikan tindakan kekerasan ketika tindakan tersebut 

menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, terdapat 

dua kepentingan yang harus diseimbangkan, perlindungan jiwa korban atau masyarakat 

yang terancam dan perlindungan jiwa pelaku yang menjadi objek tindakan aparat. Literatur 

hukum pidana Islam mengenai daf’u al-sa’il menunjukkan bahwa pembelaan terhadap 

serangan yang melanggar hukum diakui dalam fikih, termasuk kemungkinan penggunaan 

tindakan yang berakibat fatal apabila serangan tersebut tidak dapat dihentikan dengan cara 

yang lebih ringan.17 Dengan demikian, hifz al-nafs tidak dapat digunakan secara sepihak untuk 

membenarkan penembakan, tetapi harus menjadi dasar untuk melindungi jiwa sebanyak 

mungkin melalui tindakan yang paling minimal dan diperlukan. 

Dalam kerangka tersebut, konsep daf’u al-sa’il memberikan parameter yang lebih konkret 

untuk menilai tindakan penembakan terhadap pelaku tawuran. Daf’u al-sa’il pada dasarnya 

merupakan tindakan menolak atau menghentikan serangan yang melanggar hukum 

 
14 Syariful, Qamar, and Mursyid, “Tawuran Remaja: Kegagalan Hukum Mengendalikan Kekerasan Sosial.” 
15 Hamdi and Efendi, “Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.” 
16 Insani, Mutiara, and Haritsa, “Penerapan Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di 

Indonesia.” 
17 Mallarangeng, Mustari, and Hasriani, “Komparasi Hukum Pidana dan Hukum Islam terhadap Pembelaan 

Terpaksa dalam Kasus Pemerkosaan.” 
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terhadap diri sendiri atau orang lain.18 Literatur fikih mengenai pembelaan diri menunjukkan 

bahwa penggunaan kekuatan harus diarahkan terlebih dahulu pada upaya menghentikan 

serangan dengan cara yang paling ringan, penggunaan kekuatan yang mengakibatkan 

kematian baru dapat dipertimbangkan apabila ancaman tersebut tidak dapat dihentikan 

melalui sarana yang lebih ringan.19 Oleh karena itu, dalam konteks penembakan oleh aparat, 

ukuran hukumnya bukan sekadar apakah pelaku membawa senjata atau terlibat dalam 

tawuran, melainkan apakah pada saat penembakan terdapat serangan atau ancaman serius 

yang sedang berlangsung, apakah terdapat alternatif yang lebih ringan, dan apakah 

penembakan memang diperlukan untuk menghentikan ancaman tersebut. Jika ketiga unsur 

tersebut tidak terpenuhi, dasar pembenaran syar’inya menjadi lemah. 

Konsep darurah dan maslahah selanjutnya memperkuat sekaligus membatasi legitimasi 

penggunaan kekuatan mematikan. Darurah dapat memberikan ruang terhadap tindakan yang 

dalam keadaan normal dilarang ketika terdapat ancaman serius terhadap kepentingan 

fundamental dan tidak tersedia sarana lain yang memadai untuk menghindarinya. Sementara 

itu, maslahah menuntut agar tindakan aparat benar-benar menghasilkan perlindungan 

terhadap kepentingan umum, bukan sekadar memberikan pembalasan terhadap pelaku. 

Karena itu, kedua konsep tersebut tidak boleh dipahami sebagai blank cheque bagi aparat 

untuk menggunakan senjata api setiap kali terjadi gangguan keamanan. Penembakan yang 

dilakukan setelah pelaku telah melarikan diri, menyerah, kehilangan kemampuan 

menyerang, atau telah berada dalam penguasaan aparat memiliki karakter hukum yang 

berbeda dengan penembakan terhadap pelaku yang sedang melakukan serangan mematikan. 

Perbedaan keadaan tersebut menunjukkan bahwa urgensi tindakan dan keberlanjutan 

ancaman merupakan faktor menentukan dalam menilai legitimasi syar’i penggunaan 

kekuatan mematikan. 

Prinsip perlindungan jiwa dalam hukum pidana Islam memiliki titik temu nilai dengan 

orientasi perlindungan masyarakat dalam hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2023 tentang KUHP, misalnya, menempatkan perlindungan dan pengayoman 

masyarakat serta penciptaan rasa aman dan damai sebagai bagian dari tujuan pemidanaan 

dalam Pasal 51, sementara Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan 

untuk merendahkan martabat manusia.20 Ketentuan tersebut tidak menjadi objek analisis 

utama dalam penelitian ini, tetapi digunakan sebagai konteks pembanding untuk 

menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat 

manusia juga memperoleh pengakuan dalam hukum pidana Indonesia. Adapun konstruksi 

mengenai batas legalitas penggunaan kekuatan mematikan tetap dianalisis berdasarkan 

prinsip hukum pidana Islam, terutama hifẓ al-nafs, kebutuhan tindakan, dan proporsionalitas 

penggunaan kekuatan. 

Berdasarkan konstruksi tersebut, penembakan pelaku tawuran tidak dapat 

dikategorikan sebagai tindakan yang otomatis halal ataupun otomatis haram dalam hukum 

pidana Islam.21 Legalitasnya bersifat kondisional dan bergantung pada terpenuhinya 

parameter syar’i. Penembakan dapat memperoleh legitimasi apabila pelaku menghadirkan 

ancaman serius dan aktual terhadap jiwa, tindakan tersebut memiliki tujuan yang sah untuk 

 
18 Achmad and Bahiyah, “Analisis Yuridis Pembelaan Diri Melampaui Batas Perspektif Komparasi Hukum Pidana 

Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” 
19 Sandi, Bakry, and Jamaluddin, “Pembunuhan sebagai Upaya Pembelaan Diri dalam Pandangan Hukum Islam 

dan Hukum Positif: Murder as an Effort in Self-Defense in the View of Islamic Law and Positive Law.” 
20 Ismara and Margaretha, “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan.” 
21 Gunawan, Fiqh Jinayah yang Responsif terhadap Isu Kontemporer. 
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menghentikan ancaman, tidak terdapat alternatif yang secara rasional lebih ringan, serta 

tingkat kekuatan yang digunakan sebanding dengan ancaman yang dihadapi.22 Sebaliknya, 

apabila penembakan dilakukan setelah ancaman berakhir, sebagai bentuk penghukuman 

langsung, karena semata-mata status pelaku sebagai anggota kelompok tawuran, atau 

dengan kekuatan yang melampaui kebutuhan, maka tindakan tersebut tidak lagi berada 

dalam kerangka daf’u al-sa’il, darurah, atau maslahah, melainkan berpotensi menjadi tindakan 

melampaui batas yang bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa.23 Dengan demikian, 

parameter utama hukum pidana Islam bukan terletak pada identitas pelaku, tetapi pada 

karakter ancaman, kebutuhan tindakan, tujuan yang hendak dicapai, dan proporsionalitas 

kekuatan yang digunakan. 

Dengan demikian, hukum pidana Islam memberikan konstruksi yang relatif seimbang 

terhadap penggunaan kekuatan mematikan oleh aparat. Negara memiliki kewajiban untuk 

menjaga keamanan dan mencegah kerusakan yang lebih besar, tetapi kewenangan tersebut 

tetap dibatasi oleh prinsip perlindungan jiwa dan larangan melampaui batas. Temuan ini 

menunjukkan bahwa hifz al-nafs harus ditempatkan sebagai prinsip yang bekerja dalam dua 

arah sekaligus: pertama, melegitimasi tindakan yang benar-benar diperlukan untuk 

menyelamatkan masyarakat dari ancaman serius; dan kedua, membatasi aparat agar tidak 

menggunakan kekuatan mematikan ketika ancaman dapat dihentikan dengan cara yang lebih 

ringan. Dengan konstruksi demikian, penggunaan senjata api terhadap pelaku tawuran 

hanya dapat dipandang sebagai tindakan yang dibenarkan secara syar’i apabila memenuhi 

standar kebutuhan dan proporsionalitas yang ketat, sehingga perlindungan masyarakat tidak 

berubah menjadi legitimasi bagi penggunaan kekerasan negara secara berlebihan. 

 

3.2 Darurat dan Kemaslahatan sebagai Batas Legitimasi Penembakan terhadap Pelaku 

Tawuran 

Konsep darurah dalam hukum Islam dapat menjadi dasar pengecualian terhadap 

larangan tertentu ketika terdapat keadaan luar biasa yang mengancam kepentingan 

fundamental manusia.24 Namun, darurah tidak dapat dipahami sebagai legitimasi umum bagi 

aparat untuk menggunakan kekuatan mematikan setiap kali terjadi tawuran. Kaidah al-

darurat tubih al-mahzurat pada dasarnya menunjukkan bahwa keadaan darurat dapat 

memberikan kelonggaran terhadap sesuatu yang dalam keadaan normal dilarang, tetapi 

kelonggaran tersebut tetap dikaitkan dengan kebutuhan untuk menghilangkan bahaya yang 

nyata.25 Dalam konteks penembakan pelaku tawuran, keadaan darurat baru relevan apabila 

terdapat ancaman serius dan aktual terhadap jiwa atau keselamatan masyarakat yang tidak 

dapat dihentikan secara memadai melalui cara yang lebih ringan. Dengan demikian, keadaan 

darurat bukan terletak pada adanya tawuran semata, melainkan pada tingkat bahaya konkret 

yang ditimbulkan dan kebutuhan nyata untuk menggunakan kekuatan tersebut. 

Pembatasan tersebut sejalan dengan prinsip al-darurat tuqaddar bi-qadariha, yaitu bahwa 

keadaan darurat harus diukur sesuai dengan kadar kebutuhannya.26 Prinsip ini memiliki 

 
22 Pambudhi et al., Psikologi Forensik. 
23 Mutakin et al., Teori-Teori Hukum Islam: Aplikasi Kontekstual di Indonesia. 
24 Fauzan, Rahmatillah, and Abubakar, “Konsep Adh Dharurah dalam Hukum Islam.” 
25 Ibrahim et al., “Parameter Darar dalam Membina Prosedur Operasi Standard (SOP) Menangani Pandemik 

daripada Perspektif Empat Mazhab: Darar Parameters in Developing Standard Operating Procedures (SOP) to 

Handle the Pandemic from the Perspective of Four Madhhabs.” 
26 Fahmi and Sufyan, “Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas 

Perubahan Kehidupan.” 
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konsekuensi penting terhadap penggunaan senjata api karena kekuatan mematikan 

merupakan bentuk tindakan koersif yang berada pada tingkat paling tinggi. Ketika aparat 

menghadapi tawuran, penggunaan kekuatan harus bergerak secara bertahap sesuai dengan 

tingkat ancaman, sehingga senjata api tidak dapat ditempatkan sebagai respons pertama 

apabila situasi masih dapat dikendalikan melalui peringatan, pembubaran, pengamanan, 

atau bentuk kekuatan lain yang lebih ringan. Penggunaan kekuatan mematikan baru 

memperoleh dasar pembenaran apabila tindakan tersebut benar-benar diperlukan untuk 

menghilangkan ancaman yang serius dan tidak tersedia alternatif yang secara rasional 

memiliki efektivitas yang sama dengan risiko yang lebih rendah. Karena itu, prinsip darurah 

dalam konteks ini sekaligus berfungsi sebagai prinsip pembenar dan prinsip pembatas 

terhadap tindakan aparat.27 

Parameter tersebut juga dapat dijelaskan melalui konsep hifz al-nafs. Apabila pelaku 

tawuran sedang melakukan serangan yang secara nyata membahayakan kehidupan orang 

lain, aparat memiliki kepentingan syar’i untuk mencegah terjadinya kematian atau cedera 

serius. Dalam keadaan demikian, tidak bertindak justru dapat bertentangan dengan 

kewajiban perlindungan jiwa yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Sebaliknya, 

apabila pelaku telah berhenti menyerang, melarikan diri tanpa lagi menimbulkan ancaman 

terhadap jiwa, menyerahkan diri, atau telah berada dalam penguasaan aparat, alasan darurah 

menjadi semakin lemah karena kondisi bahaya yang menjadi dasar pengecualian telah 

berakhir. Dengan demikian, legitimasi penggunaan kekuatan mematikan bersifat temporal, 

yaitu hanya berlangsung selama keadaan yang menjadi dasar pembenarannya masih ada. 

Ketika ancaman berakhir, dasar penggunaan kekuatan juga harus berakhir. 

Selain darurah, konsep maslahah ‘ammah memberikan landasan untuk menilai apakah 

suatu tindakan benar-benar diarahkan pada kepentingan masyarakat atau justru 

menghasilkan kerusakan yang lebih besar.28 Dalam hukum Islam, kemaslahatan tidak hanya 

diukur dari tujuan akhir berupa terciptanya ketertiban, tetapi juga dari cara yang digunakan 

untuk mencapainya. Kaidah jalb al-masalih wa dar’u al-mafasid menghendaki tercapainya 

kemanfaatan sekaligus pencegahan kerusakan.29 Oleh karena itu, penembakan dapat 

dipertimbangkan sebagai tindakan yang berorientasi pada kemaslahatan apabila secara nyata 

diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius dan hasil yang hendak dicapai 

tidak dapat diperoleh melalui tindakan yang lebih ringan. Sebaliknya, apabila penembakan 

justru menghasilkan kematian yang tidak diperlukan, menimbulkan ketakutan berlebihan, 

atau dilakukan setelah ancaman berakhir, maka alasan kemaslahatan tidak cukup untuk 

menghapus persoalan hukum yang timbul. Kemaslahatan tidak dapat diukur hanya 

berdasarkan tujuan menjaga ketertiban, tetapi harus mempertimbangkan keseimbangan 

antara manfaat yang hendak dicapai dan kerugian yang ditimbulkan. 

Dari perspektif tersebut, konsep maslahah sekaligus menolak pandangan bahwa 

efektivitas penegakan hukum dapat menjadi satu-satunya ukuran legitimasi tindakan 

aparat.30 Tindakan yang berhasil menghentikan tawuran belum tentu merupakan tindakan 

yang sah apabila keberhasilannya dicapai melalui kekuatan yang berlebihan. Dalam hukum 

 
27 Aryansa, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia di Tinjau 

dari Fiqh Siyasah.” 
28 Handayani, “Maslahah dan Pelestarian Lingkungan: Telaah Kritis atas Teori Maqasid Al-Syari’ah Wahbah Al-

Zuhayli dalam Menjawab Isu Ekologi Kontemporer.” 
29 Wiraputra, Bahrudin, and Hilal, “Kaidah Sadd Al-Dzari’ah dan Fathu Al-Dzari’ah sebagai Dasar Larangan 

Penjaminan Modal dalam Akad Mudhârabah.” 
30 Karso, Legitimasi KUHP & KUHAP: Sinergi Antara Maqasid Syari’ah Bagi Hakim untuk Kemaslahatan Publik. 
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Islam, tujuan yang baik tidak serta-merta menjadikan setiap cara untuk mencapainya menjadi 

dibenarkan.31 Prinsip tersebut menjadi semakin penting ketika tindakan aparat berpotensi 

menghilangkan nyawa, karena hak hidup merupakan kepentingan yang memperoleh 

perlindungan sangat tinggi dalam syariat. Oleh sebab itu, penilaian terhadap penembakan 

harus mencakup setidaknya empat pertanyaan normatif, apakah ancaman yang dihadapi 

nyata, apakah penggunaan kekuatan mematikan benar-benar diperlukan, apakah terdapat 

alternatif yang lebih ringan, dan apakah kekuatan yang digunakan sebanding dengan tingkat 

ancaman. Keempat pertanyaan tersebut menjadikan maslahah sebagai instrumen evaluasi 

substantif, bukan sekadar alasan retoris untuk membenarkan tindakan represif. 

Prinsip pembatasan tersebut memperoleh penguatan dari QS. al-Baqarah ayat 173: 

“Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui 

batas, maka tidak ada dosa baginya.” Frasa “ghayra baghin wa la ‘adin” menunjukkan bahwa 

keadaan terpaksa sekalipun tidak menghilangkan larangan untuk bertindak secara 

melampaui batas. Ayat tersebut relevan untuk membangun argumentasi bahwa keadaan 

darurat hanya dapat memberikan ruang tindakan sejauh tindakan tersebut benar-benar 

diperlukan untuk mengatasi bahaya dan tidak berkembang menjadi tindakan yang 

melampaui kebutuhan. Dengan demikian, seseorang tidak dapat menggunakan alasan 

darurat untuk melakukan tindakan yang lebih luas daripada yang diperlukan untuk 

menghilangkan ancaman. Dalam konteks aparat, prinsip ini berarti bahwa keadaan genting 

dapat membenarkan eskalasi kekuatan, tetapi tidak membenarkan penggunaan kekuatan 

tanpa batas. 

Berdasarkan analisis tersebut, darurah dan maslahah tidak dapat diposisikan sebagai 

alasan yang berdiri sendiri untuk membenarkan penembakan terhadap pelaku tawuran. 

Keduanya harus dibaca bersama dengan hifz al-nafs, prinsip daf’u al-sa’il, kebutuhan, dan 

proporsionalitas. Darurah menjelaskan mengapa tindakan luar biasa dapat dibenarkan, 

sedangkan maslahah menjelaskan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan dan 

apakah manfaatnya lebih besar daripada kerusakannya. Sementara itu, prinsip pembatasan 

keadaan darurat menentukan sejauh mana kekuatan boleh digunakan. Dari konstruksi 

tersebut dapat dirumuskan bahwa penembakan hanya memiliki legitimasi syar’i apabila 

terdapat ancaman serius dan aktual terhadap jiwa, penggunaan kekuatan mematikan 

merupakan upaya yang benar-benar diperlukan, tidak tersedia alternatif yang lebih ringan 

dan efektif, serta tindakan dihentikan segera setelah ancaman berakhir. Apabila salah satu 

kondisi fundamental tersebut tidak terpenuhi, maka alasan darurah dan maslahah tidak cukup 

untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan penembakan. 

Dengan demikian, hukum pidana Islam menempatkan keadaan darurat dan 

kemaslahatan bukan sebagai instrumen untuk memperluas kewenangan koersif negara, 

melainkan sebagai mekanisme pengecualian yang sekaligus dibatasi oleh perlindungan jiwa 

dan larangan melampaui batas. Temuan ini memperlihatkan bahwa ketegasan aparat dalam 

menghadapi tawuran tetap dapat berjalan seiring dengan prinsip kemanusiaan, sepanjang 

penggunaan kekuatan didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan proporsional. 

Konsekuensinya, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak cukup ditentukan oleh 

apakah tawuran berhasil dihentikan, tetapi juga oleh apakah cara yang digunakan untuk 

menghentikannya tetap berada dalam batas legitimasi syariat. Posisi inilah yang kemudian 

menjadi dasar untuk membangun parameter syar’i penggunaan kekuatan mematikan yang 

lebih konkret pada pembahasan berikutnya. 

 
31 Shihab, Islam & Lingkungan: Perspektif Al-Quran Menyangkut Pemeliharaan Lingkungan. 
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3.3 Keadilan dan Batas Kewenangan Aparat dalam Melakukan Penembakan dalam 

Perspektif Hukum Islam 

Keadilan dalam hukum pidana Islam menghendaki agar penggunaan kekuasaan negara 

selalu ditempatkan dalam batas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan 

moral.32 Keadilan tidak hanya berarti memberikan respons terhadap perbuatan melawan 

hukum, tetapi juga memastikan bahwa respons tersebut sesuai dengan tingkat kesalahan, 

ancaman, dan tujuan perlindungan yang hendak dicapai.33 Dalam konteks penembakan 

terhadap pelaku tawuran, prinsip tersebut mengharuskan aparat membedakan antara 

tindakan yang dilakukan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung dan 

tindakan yang pada hakikatnya merupakan penghukuman terhadap pelaku. Dasar 

normatifnya dapat ditemukan dalam QS. al-Isra’ ayat 33 yang melarang penghilangan jiwa 

tanpa alasan yang dibenarkan (bil-haqq). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan 

seseorang dalam tindak pidana tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada 

aparat untuk menghilangkan nyawanya. Dengan demikian, keadilan dalam penggunaan 

kekuatan mematikan ditentukan bukan oleh status pelaku, tetapi oleh adanya dasar 

pembenar yang sah, keadaan ancaman, dan keterukuran tindakan aparat. 

Prinsip keadilan tersebut harus dibaca bersama maqasid al-shariah, terutama hifz al-nafs 

sebagai prinsip perlindungan jiwa.34 Perlindungan jiwa memiliki dimensi ganda, yaitu 

melindungi masyarakat dari ancaman sekaligus membatasi negara agar tidak menghilangkan 

kehidupan manusia secara sewenang-wenang.35 Dalam situasi tawuran, kedua kepentingan 

tersebut dapat berhadapan secara langsung, membiarkan pelaku melakukan serangan dapat 

mengancam jiwa masyarakat, tetapi menghentikan serangan dengan kekuatan yang 

berlebihan juga dapat menghasilkan kerugian terhadap jiwa pelaku. Karena itu, hifz al-nafs 

tidak dapat digunakan sebagai pembenaran sepihak untuk tindakan represif, melainkan 

harus menjadi standar untuk memilih tindakan yang paling efektif dengan risiko terhadap 

kehidupan yang paling kecil.36 Konsekuensinya, aparat yang menghadapi tawuran harus 

terlebih dahulu menilai tingkat ancaman dan kemungkinan penggunaan sarana yang lebih 

ringan sebelum menggunakan kekuatan mematikan. Keadilan dalam perspektif hukum Islam 

dengan demikian menuntut perlindungan terhadap seluruh jiwa yang berada dalam situasi 

tersebut, bukan hanya perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang menjadi korban. 

Dalam konteks ini, kewenangan aparat untuk menggunakan kekuatan harus dibedakan 

secara tegas dari kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Pembedaan tersebut penting 

karena penggunaan senjata api pada saat serangan berlangsung memiliki fungsi defensif atau 

preventif, sedangkan ta’zir merupakan sanksi hukum yang dijatuhkan terhadap pelaku 

berdasarkan kewenangan otoritas. Literatur fikih mengenai ta’zir memberikan ruang kepada 

ulil amri untuk menentukan bentuk sanksi berdasarkan kemaslahatan, tetapi kewenangan 

tersebut tetap harus dilaksanakan melalui mekanisme hukum dan tidak identik dengan 

kewenangan aparat untuk menembak seseorang dalam situasi lapangan.37 Oleh karena itu, 

 
32 Subiantoro, Lubis, and Sembiring, “Analisis Hukum Pidana Islam Berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah.” 
33 Alfarisi, “Kontribusi Hukum Islam dalam Bidang Hukum Pidana di Indonesia.” 
34 Tiaranissa and Fitriah, “Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di 

Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis.” 
35 Ichsan et al., “Restoratif Justice dalam Maqasid Al-Shariah: Fondasi Perdamaian dalam Hukum Islam.” 
36 Iqbal and Alwi, “Pendekatan Maqasid As-Syari’ah terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip 

Kebebasan dan Kemaslahatan.” 
37 Sufrizal, Abdillah, and Anzaikhan, “Analysis Ta’zir Punishment and Istinbath Legal Method Imam Malik’s 

Perspective.” 
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penembakan terhadap pelaku tawuran tidak tepat secara konseptual apabila langsung 

dikualifikasikan sebagai pelaksanaan ta’zir. Jika penembakan dilakukan untuk menghentikan 

serangan yang sedang berlangsung, dasar analisisnya lebih dekat dengan konsep daf’u al-sa’il 

dan perlindungan terhadap jiwa; sedangkan apabila tindakan tersebut dimaksudkan sebagai 

penghukuman, maka persoalannya harus tunduk pada prinsip dan prosedur pemidanaan. 

Pembedaan ini penting agar kewenangan koersif aparat tidak berubah menjadi 

penghukuman di luar proses hukum. 

Keadilan juga menuntut adanya prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kekuatan yang 

berpotensi menghilangkan nyawa. Prinsip ihtiyat dapat digunakan sebagai orientasi etis 

untuk mendorong aparat mengambil keputusan secara cermat ketika terdapat ketidakpastian 

mengenai tingkat ancaman.38 Hal ini didasarkan pada karakter hak hidup yang memiliki 

kedudukan sangat fundamental dalam syariat sehingga kesalahan dalam penggunaan 

kekuatan mematikan memiliki konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan. Dalam praktik, 

kehati-hatian tersebut dapat diwujudkan melalui tahapan penggunaan kekuatan yang 

meningkat sesuai dengan tingkat ancaman, mulai dari peringatan, perintah untuk 

menghentikan tindakan, pengamanan, penggunaan kekuatan non-mematikan, hingga 

penggunaan senjata api sebagai pilihan terakhir ketika keadaan benar-benar 

mengharuskannya. Dengan demikian, ihtiyat bukan berarti aparat harus pasif menghadapi 

kekerasan, melainkan mengharuskan setiap eskalasi kekuatan memiliki alasan yang dapat 

diverifikasi. Semakin besar potensi kekuatan untuk menghilangkan nyawa, semakin tinggi 

pula tingkat justifikasi yang harus dapat diberikan oleh aparat. 

Prinsip tersebut juga menunjukkan bahwa niat baik aparat tidak cukup untuk 

menjadikan suatu penembakan sah secara syar’i. Dalam hukum Islam, tujuan menjaga 

keamanan masyarakat memang memiliki nilai maslahah, tetapi tujuan yang baik tidak secara 

otomatis membenarkan setiap cara yang digunakan untuk mencapainya.39 Penembakan yang 

dilakukan karena kemarahan, balas dendam, penghukuman spontan, atau keinginan 

memberikan efek jera tidak dapat disamakan dengan tindakan yang benar-benar diperlukan 

untuk menghentikan serangan yang mengancam jiwa. Bahkan apabila tindakan tersebut 

menghasilkan ketertiban dalam jangka pendek, tetap diperlukan pengujian terhadap cara, 

kebutuhan, dan akibatnya. Oleh sebab itu, penilaian hukum harus mempertimbangkan 

sekurang-kurangnya empat unsur, yaitu legitimate purpose, keberadaan ancaman aktual, 

kebutuhan penggunaan kekuatan mematikan, dan proporsionalitas tindakan. Jika tujuan 

yang hendak dicapai sebenarnya dapat diperoleh melalui tindakan yang lebih ringan, maka 

penggunaan kekuatan mematikan kehilangan dasar pembenarannya. Dengan demikian, 

keadilan tidak hanya menguji mengapa aparat bertindak, tetapi juga bagaimana dan sejauh 

mana tindakan tersebut dilakukan. 

Konstruksi tersebut memiliki relevansi dengan perkembangan hukum pidana Indonesia 

yang menempatkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan, tetapi juga 

sebagai instrumen perlindungan masyarakat, pencegahan tindak pidana, penyelesaian 

konflik, dan pemulihan keseimbangan. Orientasi tersebut memperlihatkan adanya titik temu 

konseptual dengan hukum pidana Islam yang menempatkan keadilan dan kemaslahatan 

sebagai dasar penyelenggaraan hukum. Namun, persamaan orientasi tersebut tidak berarti 

bahwa hukum Islam dapat langsung menggantikan parameter hukum positif mengenai 

penggunaan senjata api. Nilai-nilai seperti adl, rahmah, maslahah, dan hifz al-nafs lebih tepat 

 
38 Lestari et al., “Peran Landasan Hukum Agama dalam Praktik Manajemen Risiko Kontemporer.” 
39 Ibrahim and Mawardi, “Analisis Konsep Maslahah sebagai Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam.” 



Verdict: Journal of Law Science 5(4) (2026): 705-720 

  Page | 716 

ditempatkan sebagai kerangka normatif untuk menguji apakah kewenangan koersif negara 

telah digunakan secara manusiawi, rasional, dan proporsional.40 Dengan demikian, relevansi 

hukum pidana Islam terletak pada kemampuannya memberikan dimensi etis-substantif 

terhadap penggunaan kewenangan negara, bukan sekadar memberikan legitimasi agama 

terhadap tindakan aparat. 

Berdasarkan keseluruhan argumentasi tersebut, keadilan dalam hukum pidana Islam 

menghendaki adanya batas yang jelas antara penggunaan kekuatan untuk menghentikan 

ancaman dan penggunaan kekuatan sebagai bentuk penghukuman. Penembakan terhadap 

pelaku tawuran dapat memperoleh legitimasi apabila dilakukan untuk menghentikan 

ancaman serius yang sedang berlangsung, benar-benar diperlukan, tidak terdapat alternatif 

yang lebih ringan dan efektif, serta dihentikan ketika ancaman telah berakhir. Sebaliknya, 

penembakan yang dilakukan setelah pelaku tidak lagi membahayakan orang lain, dilakukan 

sebagai bentuk pembalasan, atau digunakan semata-mata untuk memberikan efek jera berada 

di luar fungsi defensif tersebut dan berpotensi bertentangan dengan hifz al-nafs serta larangan 

menghilangkan jiwa tanpa hak. Oleh karena itu, keadilan dalam perspektif hukum pidana 

Islam tidak memberikan kewenangan tanpa batas kepada aparat, tetapi justru menempatkan 

kewenangan tersebut di bawah kontrol kebutuhan, proporsionalitas, tujuan yang sah, dan 

perlindungan jiwa. Konstruksi ini sekaligus memperkuat temuan penelitian bahwa legalitas 

penembakan harus dinilai berdasarkan keadaan konkret ketika tindakan dilakukan, bukan 

semata-mata berdasarkan label seseorang sebagai pelaku tawuran. 

 

4. Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa penembakan terhadap pelaku tawuran tidak dapat 

dinilai secara otomatis sebagai tindakan yang dibenarkan ataupun dilarang dalam hukum 

pidana Islam. Legalitasnya bersifat kondisional dan harus diuji berdasarkan keberadaan 

alasan syar’i yang sah, tingkat ancaman yang dihadapi, tujuan penggunaan kekuatan, 

kebutuhan tindakan, serta proporsionalitasnya. Prinsip hifz al-nafs menempatkan 

perlindungan jiwa sebagai dasar utama, sehingga keterlibatan seseorang dalam tawuran 

tidak dengan sendirinya menghilangkan haknya atas perlindungan kehidupan. Pada saat 

yang sama, kewajiban melindungi masyarakat memungkinkan penggunaan kekuatan ketika 

terdapat ancaman serius dan aktual terhadap jiwa yang tidak dapat dihentikan melalui cara 

yang lebih ringan. 

Pokok pembahasan menunjukkan bahwa konsep daf’u al-sa’il, darurah, maslahah, dan adl 

memberikan konstruksi yang saling melengkapi dalam menentukan batas legitimasi 

penggunaan kekuatan mematikan. Daf’u al-sa’il memberikan dasar pembenaran terhadap 

tindakan untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung, sedangkan darurah 

memberikan ruang terhadap tindakan luar biasa ketika terdapat bahaya serius dan tidak 

tersedia alternatif yang memadai. Sementara itu, maslahah mengharuskan tindakan diarahkan 

pada perlindungan kepentingan umum dan pencegahan kerusakan yang lebih besar, 

sedangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas membatasi agar kekuatan yang digunakan 

tidak melampaui kebutuhan. Oleh karena itu, penembakan hanya dapat memperoleh 

legitimasi syar’i apabila merupakan upaya yang benar-benar diperlukan, memiliki tujuan 

yang sah, sebanding dengan ancaman, dan dihentikan ketika ancaman telah berakhir. 

Penembakan yang dilakukan sebagai pembalasan, penghukuman spontan, atau setelah 

pelaku tidak lagi memberikan ancaman tidak memperoleh dasar pembenaran yang sama. 

 
40 Tahir, As’adiyah dan Negara: Konsep, Relasi dan Aksi Perspektif Maqasid al-Syari’ah. 
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Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan perspektif hukum pidana Islam yang 

menempatkan penggunaan kekuatan mematikan dalam kerangka perlindungan jiwa 

sekaligus pembatasan kekuasaan negara. Penelitian ini memperluas kajian hukum pidana 

Islam dengan menunjukkan bahwa prinsip syariat dapat digunakan untuk membangun 

parameter normatif terhadap penggunaan kekuatan aparat dalam menghadapi kekerasan 

kolektif kontemporer, sehingga hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sumber 

legitimasi pemidanaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian terhadap tindakan 

koersif negara. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif 

dan studi kepustakaan sehingga belum menguji penerapan parameter tersebut dalam praktik 

penggunaan senjata api oleh aparat. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan 

pendekatan empiris melalui studi kasus, wawancara dengan aparat penegak hukum, ulama, 

akademisi, dan masyarakat, serta melakukan perbandingan dengan negara yang memiliki 

tradisi hukum Islam, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Penelitian lanjutan juga dapat 

menguji operasionalisasi parameter syar’i tersebut dalam kebijakan dan prosedur 

penggunaan kekuatan oleh aparat di Indonesia. 
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